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Lampiran 1. Informed consent

INFORMED CONSENT
PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM UNTUK IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN “MAPPADECENG” DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN SOPPENG

“Selamat Pagi/Siang. Nama saya Tri Cahyo Nugroho, saya adalah
mahasiswa program pascasarjana llmu Administrasi Publik UNHAS dan
sedang melakukan penelitan mengenai implementasi kebijakan
“Mappadeceng” dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng . Semua
informasi yang didapatkan dari wawancara akan digunakan sebagai
bahan untuk penyelesaian tugas akhir. Saya meminta kesediaan
Saudara/i untuk bersedia diwawancarai dalam waktu yang disepakati.

Partisipasi Saudara/i sangat penting tetapi bersifat sukarela. Kami
sangat mengharapkan partisipasi saudara/i tetapi apabila tidak bersedia
maka tidak akan mempengaruhi saudara/i. Nama saudara akan ditulis
dalam pedoman wawancara tetapi akan dirahasiakan dan tidak akan ada
orang yang mengetahuinya selain saya selaku peneliti, penulisan ini
bertujuan mempermudah ingatan saya dalam menganalisis hasil diskusi
sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan yang saudarali
sampaikan dan akan berguna bagi penelitian ini. Tidak ada keuntungan
atau kerugian secara langsung bagi saudara/i dalam diskusi ini,

Apakah saudara/i ingin mengajukan pertanyaan? Apabila saudara/l
bersedia untuk berpartisipasi, harap membuat pernyataan di bawah ini”.

“Apakah saya mendapatkan persetujuan saudaral/i untuk
diwawancarai?”
a.Ya b. Tidak

BACA DAN TANDATANGANI HAL BERIKUT:

APABILA YA, TANDATANGANI DAN BERI TANGGAL PERNYATAAN INI
DAN

LANJUTKAN DENGAN DISKUSI

Saya menyatakan bahwa saya membacakan pernyataan di atas pada
informan

dan informan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini

Tanda Tangan dan Nama Jelas , Tanggal

APABILA TIDAK, TANDATANGANI DAN BERI TANGGAL PERNYATAAN
INI
DAN LANJUTKAN DENGAN DISKUSI
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Saya menyatakan bahwa saya membacakan pernyataan diatas pada
informan
dan informan tidak setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini

Tanda Tangan dan Nama Jelas , Tanggal

NAMA JELAS FASILITATOR/MODERATOR: Tri Cahyo Nugroho
Apabila ada pertanyaan mengenai penelitian ini, harap hubungi saya di
HP 082344872428



Lampiran 2. Lembar observasi

LEMBAR OBSERVASI

198

No

Item yang di Observasi

Keterangan

ya Tidak

Tersedianya pelaksana kebijakan program gerakan

‘mappadeceng” dalam bidang pendidikan

2 | Tempat pelaksanaan kebijakan program gerakan
“‘mappadeceng” dalam bidang pendidikan
Kursi dan meja

4 | Brosur/leaflet

5 | Ada pembagian tugas pelaksana kebijakan program
gerakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan

6 | Ada dilakukan sosialisasi

7 | Ada dibentuk kelompok sasaran




Lampiran 3. Telaah dokumen

TELAAH DOKUMEN
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No Jenis Data Dokumen “eterangan
1 2 3
1 Geografii Bappeda
2 Demografis Bappeda
3 Sosio Ekonomi Bappeda
Dinas Pendidikan
4 Anggaran Kelurahan Cabenge
Desa Paroto
Laporan Dinas pendidikan
5 pertanggungjawaban Kelurahan Cabenge
kegiatan Desa Paroto
Dinas Pendidikan
6 SK Pelaksana Kelurahan Cabenge
Desa Paroto
Dinas Pendidikan
7 Cakupan Kelurahan Cabenge
Desa Paroto
Keterangan

1. Ada dan lengkap
2. Ada dan tidak lengkap
3. Tidak Ada
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Lampiran 4. Dokumen terkait Kebijakan Mappadeceng
Lampiran 4.1 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Gerakan Mappadeceng Soppeng

s

BUPATI SOPPENG PROPINSI
SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MAPPADECENG SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang
memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban serta
memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;

b. bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan
selama ini masih di laksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa
Organisasi Perangkat Daerah;

Cc. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, penanganan, dan
penanggulangan kemiskinan serta efektivitas dan efisiensi sistem
perlindungan sosial perlu adanya gerakan yang terpadu dalam
rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Soppeng tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Mappadeceng
Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Economic, Social and Cultural
Right (Kovenan Internasional tentang hak- hak ekonomi, sosial
dan budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4557);



10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin  Melalui
Pendekatan Wilayah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5449);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penaggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin;

Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor
577/DYS.3/KPTS/10/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Sistemm Layanan dan Rujukan Terpadu untuk
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;



15.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah nomor 49 );

16.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 97 );

17.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN GERAKAN MAPPADECENG SOPPENG.

BAB I KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

N

Bupati adalah Bupati Soppeng,

Daerah adalah Kabupaten Soppeng,

Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kabupaten Soppeng yang ikut
berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Soppeng; seperti Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, Perguruan
Tinggi, organisasi masyarakat, lembaga kesejahateraan sosial, lembaga swadaya
masyarakat, dan lain-lain,

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,

Miskin adalah keadaan yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial dan
ekonomi.

Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu adalah rumah tangga yang terdapat dalam
Data Terpadu program penanganan fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri
Sosial.

Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang
memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status
kesejahteraan terendah yang disusun berdasarkan peringkat.

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Soppeng,

Standar Operasional Prosedur Selanjutnya disingkat SOP adalah Standar yang
digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan
kemiskinan.
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11.

.Gerakan Mappadeceng Kabupaten Soppeng adalah sistem atau gerakan yang
terpadu dan terintegrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan
rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu dan menghubungkan mereka
dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat
TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng.

BAB II MAKSUD
DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud Gerakan Mappadeceng adalah :

untuk mengidentifikasi permasalahan dan persoalan kemisikinan dari aspek
kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan;

. untuk memberikan solusi dari permasalahan melalui kegiatan dengan pola Tri

Gerakan Mappadeceng (tri gema), yaitu Gema Manusia, Gema Lingkungan dan Gema
Usaha;

sebagai strategi percepatan penganggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng
dengan mensinergikan program SKPD dan Pemerintah desa denganPerbankan,
BUMN/BUMD, LSM, Perguruan Tinggi, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat;

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Program Gerakan Mappadeceng Soppeng adalah :

a.

meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng di semua tingkatan
pemerintahan dalam mengkordinasikan penanganan penanggulangan kemiskinan;

. memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran

kemiskinan;

mengoptimalkan seluaruh potensi yang ada percepatan peanggulangan kemiskinan
sehingga tujuan dan sasaran program penaggulangan kemiskinan dapat tercapai
secara efiesien dan efektif;

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran dari pada Gerakan Mappadeceng Soppeng adalah masyarakat miskin dan rentan

mi

skin yang termuat dalam Basis Data Terpadu sehingga gerakan tersebut tepat

sasaran dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di kabupaten Soppeng.
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BAB IV
STRATEGI GERAKAN MAPPEDECENG

Bagian Kesatu
IDENTIFIKASI

Pasal 5

SKPD selaku Tim Pelaksana Gerakan Mappadeceng Soppeng melakukan tahap
identifikasi pada rumah tangga sasaran.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan
mensinergikan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan lembaga
lainnya dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Mengidentifikasi setiap program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Soppeng.

Bagian Kedua
PEMICUAN
Pasal 6

SKPD selaku Tim Pelaksana Gerakan Mappadeceng Soppeng dapat melakukan
pemicuan terhadap rumah tangga sasaran. Pemicuan sebagaimana dimaksud
meliputi:

Mengharmonisasikan Permasalahan Kemiskinan pada rumah tangga sasaran dengan
program/kegiatan pada SKPD terkait;

Melakukan Pemanfaatan sumber daya masyarakat dan SKPD terkait dalam
melakukan pemicuan;

Menjalin kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR)
dan Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya dalam upaya penanggulangan
kemiskinan dan perlindungan sosial.

Bagian Ketiga
PEMBERDAYAAN

Pasal 7

Tim Pelaksana Gerakan Mappadeceng Soppeng melakukan pemberdayaan
terhadap masyarakat atau rumah tangga sasaran dalam pemanfaatan potensi
sumber daya masyarakat dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.

Bagian Keempat PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR

Pasal 8

Tim Pelaksana Gerakan Mappadeng Soppeng melakukan peningkatan dan
pengembangan infrastruktur di setiap wilayah binaannya baik yang
diintegrasikan dengan program kegiatan pemerintah dan sumber dana
pembangunan lainnya dalam mengharmonisasikan setiap sektor pembangunan.
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Bagian Kelima
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Setiap SKPD selaku pelaksana Gerakan Mappadeceng Soppeng wajib melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap implementasi gerakan yang berada dibawah
binaannya.

Tim Pelaksanaan Gerakan Mappadeceng Soppeng melaporkan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Gerakan Mappadeceng Soppeng sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati Rapat Koordinasi triwulanan.

BAB VII POLA
PEMBINAAN

Pasal 10

Dalam rangka efektifitas Gerakan Mappadeceng Soppeng, maka perlu dibentuk Tim
Pelaksana Gerakan Mappadeceng Soppeng yang teridiri dari unsur SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Surat Keputusan Bupati.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Pelaksana Gerakan Mappadeceng
Soppeng akan dibentuk Tim Koordinasi Gerakan Mappadeceng Soppeng melalui
Surat Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksanaan Gerakan Mappadeceng Soppeng
menerapkan prinsip koordinasi, terpadu, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal
dan horizontal dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan
pelayanan program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat.

Tim Pelaksana Gerakan Mappadeceng Soppeng melakukan pembinaan melalui Pola
Tiga Gerakan Mappadeceng (TriGema) yaitu :

a. gema Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan
pengetahuan, peningkatan derajat kesehatan dan pengembangan bakat dan
keterampilan serta perubahan pola pikir.

b. gema Lingkungan melalui mendorong dan memfasilitasi perbaikan lingkungan
masyarakat miskin, peningkatan infrastruktur lingkungan agar dapat
menjalankan kehidupan dan kegiatan usahanya dengan aman, sehat dan
nyaman.

c. gema Usaha dengan meningkatkan keterampilan masyarakat atau kelompok
dan menciptakan wirausaha baru dengan memanfaatkan sumber daya
masyarakat dan potensi daerah atau lingkungan sekitanya sehingga dapat
membuka kesempatan kerja dan mendorong perbaikan pendapatan
masyarakat.

Pola Tri Gema sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan pola pembinaan
yang harus dilakukan oleh SKPD dalam pengembagangan Gerakan Mappadeceng
Soppeng.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Gerakan Mappadeceng Soppeng berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan/atau sumber
pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENUTUP
Pasal 12
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh
pejabat yang berwenang.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watan Soppeng pada
tanggal 18 Januari 2018
BUPATI SOPPENG

@2;’\

Diundangkan di Watan Soppeng pada
tanggal 19 Januari 2018 SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN SOPPENG




4.2 Formulir pemantauan gerakan mappadeceng
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Nama

Formulir Pemantauan Gerakan Mappadeceng Soppeng

Nama

Alamat
Dusun/Lingkungan

Tanggal Pemantauan
Nama Pemantau

Desa/Kelurahan

Tlp/HP Pemantau

Kecamatan

Nomor Registrasi Sasaran

Nama Kepala Rumah
Tangga

Permasalahan/Persoalan
Kemiskinan

Bentuk Penanganan

Layanan
SKPD/Lembaga
Lainnya/ Swadaya/CSR

Jenis Program
Kemiskinan yang
Pernah Diperoleh

Pendidikan:

Kesehatan:

Ekonomi:

Lingkungan:

Infrastruktur:




208

Lampiran 5. Dokumentasi penelitian

a. Dokumentasi wawancara dengan informan

D07 On TR ST S
00 N o

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dinas Gambar 2. Wawancara dengan koordinator
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kelurahan Cabbeng
Soppeng
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Gambar 3. Wawancara dengan koordinator Gambar 4. Wawancara dengan pendata
Desa Paroto kelurahan Cabbeng

Gambar 5. Wawancara dengah pendata Gambar 6. Wawancara dengan Kepala
Desa Paroto Kelurahan Cabbeng
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Gambar 9. Wawancara dengan penerima Gambar 10. Wawancara dengan penerina
beasiswa berprestasi dan

beasiswa berprestasi
kartu indonesia pintar
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-

Gambar 11. Wawancara dengan peserta Gambar 12. Wawancara dengan peserta
program kesetaraan program kesetaraan
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b. Dokumentasi observasi

Gambar 1. Suasana pembelajaran program Gambar 2. Suasana pembelajaran program
kesetaraan kesetaraan

Gambar 3. Spanduk
kesetaraan
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Lampiran 6. Surat keterangan penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN SALOTUNGO No. TELP. (0484) 21506 Kode Pos 90812 WATANSOPPENG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421/2549/DIKBUD/X /2020
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs, H, MUH. ASIS, M.Pd.I
NIP 119641001 198903 1 014
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRICAHYO NUGROHO
NIM : E012182006
Universitas : Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar

Benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 1 Agustus s.d. 22 Oktober 2020 dengan
judul penelitian Implementasi Kebijakan "Mappadeceng” Dalam Bidang Pendidikan di
Kabupaten Soppeng.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 23 Oktober 2020
? ._Ll('gﬁﬁﬁrbinas.
VAN s Goa ™
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Lampiran 7. Riwayat hidup penulis

A. Data Pribadi
1. Nama : Tri Cahyo Nugroho

2. Tempat/ Tanggal Lahir : Awo, 4 Juli 1995
3. Alamat : Bina Sarana Residance Blok AL No. 21
Moncongloe, Kabupaten Maros
4. Orangtua
a. Ayah : Sulham
b. lbu : Munirah

B. Data Pendidikan
1. Tamat SD tahun 2007 di SDN 84 Awo
2. Tamat SLTP tahun 2010 di SMP Muhammadiyah Lajoa
3. Tamat SLTA tahun 2013 di SMA Negeri 2 Watansoppeng
4. Sarjana (S1) tahun 2018 di Sekolah Tinggi lImu Administrasi-
Lembaga Administrasi Negara Makasaar
5. Magister (S2) tahun 2021 di Fakultas llmu Sosial dan Iimu Politik

Universitas Hasanuddin



